SALINGATN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentans
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka
Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangs+
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nugara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahaii aias

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokol
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Iﬁdoncsia Tahun 199¢
Nomor 169, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890).



10.

11

12.

Peraturan Pemerﬁﬁah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan [Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
‘ Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
1 Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

n Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999

tentang Teknik ¥Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Ranc '- Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Keputusan Presid::ﬁ Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan
Lembaga K-::'izmanaia Mawamkat Desa dan sebutan lain |

Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pcla;u;;;aan Jai Denycsuaian  peristilahan  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umuni Pengaturan Mengenai Desa |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN KEDIRT,

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBEN-
TUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN.

BAB1
KF1sNTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
b. Pemerintah Daerah. adalah Kepala Dacrah beserta Peranzkat Daerah



Ly

Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

¢. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan ada istiadai setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

. Kelurahan, adaiah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan ;

Keputusan Kepala Desa, adalah semua keputusan yang merupakan
pelaksanaan dan Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa
vang menyangkut pemerintahan dan pembangunan Desa sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan
Perundang-undangan :

. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua keputusan yang

merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah atasannya dan
kebiiaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan
pembangunan Kelurzhan sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan ;

. Lembaga Kemasyarakatan, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa

masyarakat Desa/Kelurahan atau Pemerintahan Desa/Kelurchan
secbagai mitra pemerintah guna menampung dan melaksanakan

aspir y varakat di bidang pembangunan dalam rangka
mcnin;katkan kesejahteraan masyarakat ;

Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok
masyarakat dengan_kesadaran dan inisatif untuk mengadakan usaha

ke arah pemenuharpfebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang

yang cialckasikan pada Anggéiran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Gotong royong, adaldh bentuk kerjasama yang spontan dan sudah
melembagy serta mengandung unsur-unsur timbal balik yéng bersifat
sukarela rantara warga Desa/Kelurahan dan atay warga Desa
/Kelurahan dengan Peggerintah Desa/Kelurahan unfuk memenuhi
kebutuhan Desa / Kﬁfahan yang bersifat insidentil maupun
berkeianjutan dalam rangka meningkatkan kesejahieraan bersama

baik materiil maupun spirituil.



BAB I
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 2

e i ekt uniilin
(1) Di  Desa/Kelurahan  dapat  dibentuk  Lembaga-lembz-a

Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuban dan situzs: kondisi scozi
budaya seiempat ;
{2) Goontan Lemboga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seperti LKMD, PKK, RT, RW, dan/atau sebutan lainnya ;
(3) Sebuman, wia carn pembemukan, sUSUNan Organisasi, syarat-syarat
kepenginisan. den mase DAkt kepengurusan vang dibentuk oleh
Daga/Kelurahan dietopizan <slam Perawiran Desa/Keputusan Kepala

Kelurahan ;

(4) Lembaga kemasyarakatan sebagaimans dunaksud pada ayat (1) yang .
dibentuk oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
sedangkan vang dibentuk oleh mosvarakat diberitahukan kepada
Kepala Desa ;

(5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksvd pada ayat (1Y v 2
dibentuk oleh Kepala Kelurahan diietapkan dengan Kepo'
Kepala Kelurahan atas pertimbangan tokch masvarakat, s an

yang dibeatuk oleh masvarakat diberitabhukan ke paia
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(1) Lemtagn Kemasvyerakitan scbegeuuaua Jimaksud dalam pasal 2,
berke ladukan sebagai myira Korja Uemcrintah Desa'K ciurahan dalam

rangka meningXatkan ¢xfenzngan weienitamon den kesejahteraan

.
i3}

masyaraxatl:



(2) Hubungan Lembaga-lembaga Kemasvarakatan sang ada di Desa/
Kelurahan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling
menguntungkan ;

(3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan antar Desa/Kelurahan bersifat
kerjasama, saling membantu dan saling menguntungkan setelah -
mendapat persetujuan Pemerintzh Desa/Kelurahan.

Pasal 4
Lembaga Kémasya:akatan vang ada di Desa/Kelurahan mempuin.ai 1ugas

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipauf;

b. Menggerakkan swadaya gorong royoug masvarakat |

¢. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah DesaKelurahan |

d. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat
yang diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan ;

e. Memelihara kerukunan hidup masyarakat |

f. Menjaga ketenangan dan ketentraman masvarakat.
Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan mempunyai
fungsi: '

a. Mempertahankan dan menumbuhkembangkan  persatuan
kesatuan masyarakat DesaKelurahan ;

b. Sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di Desa/Keiurahan :

¢. Menghimpun dan menggerakkan partisipatif masvarakat dalam
pembangunan ;

4. Pemberdavaan dan pemanfaatan potensi Desz/ Kelurahan untuk
pembangunan ;
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e. Menjembatani hubungan antar anggota/warga masyarakat depgn’

Pemerintah Desa/Kelurahan .

f Membantu penyelesaian masalah kemasyarakatan.
Pasal §

Penjabzran lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing Lembaga
Kemas arakatan esa/Keiurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
dan 5, vang dibentuk oleh DesaXelurahan ditctapkan dzlam Peraturan

Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 7

(1) Sumber dana Lembaga Kemasyaratan yang dibentuk clch
Desa/Kelurahan diperoleh dari :
a. Bantuan Pemerintah Desa ;
b. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
¢. Bantuan Pemerintah Propinsi ;

(=R

Bantuan Pemerintah ;
¢. Banivan lain-lain vang sah dan tidak mengikat ;

f. Swadaya.

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada avat (1), huruf a sampai
dengan huruf ¢ melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f, dikelola
sendiri oleh Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAMN
Pasal 8§

Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi tunbuh
dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan vang 2da &



Desa/Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan

arahan dan supervisi.

(1)

@

-3

()

@

Pasal 9

Lembaga " omasya-akatan yang cibemiuk clsh Pemerintah

Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan ;

Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud padas ayat (1)
disampaikan setiap tahun, 1 (satu) bulan sebelum Kepala Desa
menyampaikan pertanggungjawabannya kepada BPD .

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Kelurahan setiap tahun, 1 (satu) bulan
sebelum Kepala Kelurahan menyampaikan Pertanggungjawabanoy:
kepada Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Ketentuan mengenc: pembentukan Lembaga Kemasyarakotan di
Desa/Kelurauan vang ada sctelah berlu'nnya Porzin a Daerah ind
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah. '

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Acar setiap orang capat mengetahuinya, memerintaikan pencundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI XEDIRI
TTD

Ir. H, SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001
SEKRETARIS DAFRAH
TID

Ir. H. IMAM SANTOSA

VIBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHuUL 200 00 4/’ SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
'Yang mengambil salinan
A, BUPATI KEDIRI

’/ . Sekretaris Daerah
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J?cmbua’btama Muda
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN [ EMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA / KELURAHAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
seria sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinta-
Lan Daecrah khususnya pésal 106, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Lemb_agal Kcmasyarakatan di Desa/Kelurahan.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas

NG 7.3 ' cee—



